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TAHAP PERSIAPAN

• Inventarisasi PUU
• Penelurusan Bahan dan 

Penjaringan Isu
• Pemetaan Stakeholders 

TAHAP PELAKSANAAN

• Pembentukan Pokja 
• Rapat 
• Focus Group Discussion
• Rapat dengan 

Narasumber 
• Penyusunan 

Rekomendasi

TAHAP TINDAK LANJUT

• Publikasi hasil 
• Monitoring dan Evaluasi 

TAHAPAN KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
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TAHAPAN
a. Tahap Persiapan (B02 - B03)

Kegiatan dalam Tahap Persiapan, antara lain:
1. Penentuan tema.
2. Penelusuran dan inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tema, bahan dan/atau data 

hukum atau informasi sekunder terkait tema yang telah dipilih, yang meliputi antara lain: putusan 
pengadilan, hasil kajian dan/atau penelitian, jurnal ilmiah terakreditasi, buku, berita dari media massa 
atau website resmi.

3. Penyusunan proposal atau Term of Reference (ToR) kegiatan analisis dan evaluasi.
4. Pembentukan tim atau kelompok kerja analisis dan evaluasi. Keanggotaan tim/kelompok kerja terdiri 

dari unsur:
⚬ Pejabat fungsional Analis Hukum, pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, 

pejabat fungsional Penyuluh Hukum dan/atau pejabat lain yang berkompeten; 
⚬ Stakeholder terkait atau Unit teknis terkait peraturan perundang-undangan; 
⚬ Akademisi/Praktisi/Organisasi nonpemerintah (jika diperlukan).

5. Menyiapkan ruang partisipasi publik dalam rangka analisis dan evaluasi hukum. 
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TAHAPAN
b. Tahap Pelaksanaan Analisis(B04 - B09)

Kegiatan dalam tahap ini, antara lain:
1. Rapat internal Tim/Kelompok Kerja.
2. Analisis dan evaluasi Peraturan dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi Analisis dan 

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
3. Rapat dengan Narasumber. Tim/Pokja dapat melibatkan narasumber untuk mendapatkan 

pendalaman terhadap materi yang dibahas, data dukung, masukan atau reviu atas hasil sementara 
analisis dan evaluasi yang telah disusun oleh tim atau kelompok kerja. Narasumber dapat berasal 
dari akademisi maupun praktisi yang memiliki keahlian dan pengetahuan terkait dengan tema yang 
telah dipilih, maupun penguatan metode analisis dan evaluasi 6 Dimensi. 

4. Focus Group Discussion (FGD). 
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TAHAPAN
c. Tahap Pelaporan Penyusunan laporan analisis dan evaluasi sesuai dengan sistematika yaitu:

Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum 
UMKM (UU 20/2008 tentang UMKM), BPHN, 2023
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Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum 
mengenai Penegakan Hukum Tipikor, BPHN, 2023

Sistematika Laporan Akhir AE Perda
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Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum 
mengenai Penegakan Hukum Tipikor, BPHN, 2023

Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi UU 22/2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi, BPHN, 2023

Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum 
UMKM (UU 20/2008 tentang UMKM), BPHN, 2023

Sistematika Laporan Akhir AE Perda
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Referensi: Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum 
UMKM (UU 20/2008 tentang UMKM), BPHN, 2023

Referensi: Laporan Analisis dan 
Evaluasi Hukum mengenai 
Penegakan Hukum Tipikor, 
BPHN, 2023
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NO. PENGATURAN DIMENSI VARIABEL INDIKATOR ANALISIS REKOMENDASI

1 2 3 4 5 6 7

1. Berisi Pasal
atau Bab dari
PUU

Diisi Sesuai dengan pedoman Analisis Pasal atau Bab dari 
PUU

Regulatif dan/atau 
Non Regulatif

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PUU
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CONTOH PENGERJAAN ANALISIS DAN EVALUASI PUU
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TAHAPAN
d. Tahap Tindak Lanjut

Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi disampaikan juga 
kepada stakeholders terkait. Hal ini penting dilakukan agar 
hasil analisis dan evaluasi dapat dimanfaatkan oleh 
pemangku kepentingan dalam perencanaan peraturan 
perundang-undangan ke depan.
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MONITORING DAN EVALUASI 
TINDAK LANJUT REKOMENDASI

❑ Obyek: Rekomendasi Hasil AE 
yang dilakukan BPHN Tahun 
sebelumnya

❑ Target: K/L

❑ Obyek: Laporan Monev
❑ Target: Kanwil Kemenkum, K/L/D
❑Monev AE yang dilakukan K/L-----

Obyek AE = Peraturan Teknis K/L
❑Monev AE yang dilakukan 

Kanwilkum-----------------------
Obyek AE = Peraturan Daerah

❑Monev AE yang dilakukan oleh 
Pemda—------------------------
Obyek AE =Peraturan Daerah, 
Peraturan Kepala  Daerah

Dibentuk Pokja di BPHN yang akan melakukan monev setiap tahun
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Pemda
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YUK PRAKTEK EVALUASI PUU DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE 6 DIMENSI
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PERHATIKAN PERDA BERIKUT:

❑ Peraturan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Perpasaran

❑ Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan 
Fasilitasi Pesantren

❑ Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil

➢ LANGKAH DALAM 
MELAKUKAN ANALISIS 
DAN EVALUASI 
TERHADAP PERDA-
PERDA TERSEBUT

➢ BAHAN, DATA, DAN 
INFORMASI TERKAIT 
YANG DIPERLUKAN
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TERIMA KASIH
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agustinedwy@gmail.com

+6285289452010
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